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Abstrak
 

Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks

pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian

dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di

Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan

pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23

Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat,

melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai

kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah,

serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di

Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini

menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah

perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di

Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

......Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state

defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based

on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution

that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia.

According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government

affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23

of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather

submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic

services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the

affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government

in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal

research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the

regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through

this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act.
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